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Abstrak 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana perbuatan yang 
dilarang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa dan bagaimana akibat 
hukum bagi Kepala Desa yang tidak 
melaksanakan  tugas dan kewajibannya 
menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa. Dengan menggunakan metode 
penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. 
Kepala Desa tidak menyalahgunakan 
wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya. 
Apabila kepala desa melanggar larangan maka 
dapat dikenai sanksi administratif berupa 
teguran lisan dan/atau teguran tertulis dan 
dalam hal sanksi administratif tidak 
dilaksanakan, maka akan dilakukan tindakan 
pemberhentian sementara dan dapat 
dilanjutkan dengan pemberhentian. 2. Akibat 
hukum bagi Kepala Desa yang tidak 
melaksanakan  tugas dan kewajibannya, 
disebakan karena kepala desa meninggal dunia; 
permintaan sendiri; atau  diberhentikan.  
Kata kunci:  Akibat Hukum, Kepala Desa Yang 
Tidak Melaksanakan  Tugas Dan Kewajibannya,  
Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku   
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Rakyat  atau masyarakat merupakan unsur 
utama terbentuknya sebuah negara. Oleh 
karena itu, tepatlah bila para sosiolog 
mengatakan bahwa negara adalah kelompok 
persekutuan hidup orang yang banyak 
jumlahnya dan terikat dan terikat oleh 
perasaan senasib dan seperjuangan. Jadi jika 
membicarakan negara, maka sebenarnya yang 
dibicarakan adalah masyarakat manusia, 
sehingga adanya manusia merupakan suatu 
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keharusan  dan manusia itu membentuk 
kelompok masyarakat. Terbentuknya kelompok 
masyarakat disebabkan karena manusia  dalam 
kenyataannya adalah makhluk sosial (zoon 
politicon), sebagaimana pendapat Aristoteles. 
Dapat dikatakan hidup masyarakat adalah  
merupakan suatu kelompok yang mempunyai 
ide dan cita-cita serta berkeinginan untuk 
bersatu. Adanya idea atau cita-cita untuk 
bersatu serta kesatuan yang mereka bentuk 
tersebut merupakan  kesatuan senasib dan 
seperjuangan yang oleh pengamatan ilmu 
modern disebut  adanya tekad untuk 
membentuk  satu nation  (bangsa). Oleh karena 
tekad tadi pengertian masyarakat tersebut 
menjadi pengertian rakyat yang berarti lebih 
condong ke arah konsepsi politik.5 

Hukum adalah produk pemerintah atau 
penyelenggara negara atau lembaga yang 
memiliki wewenang untuk itu yang kemudian 
menjadi hukum positif atau peraturan yang 
mengikat kehidupan masyarakat dalam 
aktivitas sosial, ekonomi, politik dan budaya. 
Hukum mengendalikan dan bersifat mencegah 
terjadinya tindakan kriminal atau mengatur 
hubungan antarindividu sehingga dengan 
adanya hukum itu, gejolak sosial dan 
mobilitasnya dapat dikendalikan.6  

Hukum adalah menetapkan sesuatu yang 
lain, yaitu menetapkan sesuatu yang boleh 
dikerjakan, harus dikerjakan dan terlarang 
dikerjakan. Hukum merupakan ketentuan suatu 
perbuatan yang terlarang berikut berbagai 
akibat/sanksi hukum di dalamnya. Hukum 
adalah peraturan mengenai tingkah laku 
manusia dalam pergaulan masyarakat. 
Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi 
yang berwajib, bersifat memaksa yang terdapat 
sanksi bagi pelanggar hukum itu. Hukum adalah 
peraturan dan ketentuan yang mengandung 
perintah, larangan dan kebolehan yang harus 
ditaati oleh setiap orang.7 

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengingat 
kedudukan, kewenangan, dan keuangan desa 
yang semakin kuat, penyelenggaraan 

 
5 Suryo  Sakti  Hadiwijoyo, Aspek Hukum  Wilayah Negara 
Indonesia, Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta, 2012. 
hal. 2-3. 
6Wawan Muhwan Hariri. Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 1. 
CV. Pustaka Setia Bandung. 2012.hal. 19. 
7 Ibid, hal. 20. 
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pemerintahan desa diharapkan lebih akuntabel 
yang didukung dengan sistem pengawasan dan 
keseimbangan antara pemerintah desa dan 
lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya 
Badan Permusyawaratan Desa yang dalam 
kedudukannya mempunyai fungsi penting 
dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan 
desa bersama kepala desa, harus mempunyai 
visi dan misi yang sama dengan kepala desa 
sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak 
dapat menjatuhkan kepala desa yang dipilih 
secara demokratis oleh masyarakat desa. 

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa dipilih 
secara langsung oleh dan dari penduduk desa 
warga negara Republik Indonesia yang 
memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 
(enam) tahun terhitung sejak tanggal 
pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling 
banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara 
berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, 
sedangkan pengisian jabatan dan masa jabatan 
Kepala Desa Adat berlaku ketentuan hukum 
adat di Desa Adat sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat serta 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada 
Peraturan Pemerintah. Khusus mengenai 
pemilihan Kepala Desa dalam Undang-Undang 
ini diatur agar dilaksanakan secara serentak di 
seluruh wilayah Kabupaten/Kota dengan 
maksud untuk menghindari hal negatif dalam 
pelaksanaannya. 

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemilihan 
Kepala Desa secara serentak 
mempertimbangkan jumlah Desa dan 
kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota sehingga dimungkinkan 
pelaksanaannya secara bergelombang 
sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota. Sebagai akibat 
dilaksanakannya kebijakan pemilihan Kepala 
Desa secara serentak, dalam Undang-Undang 
ini diatur mengenai pengisian jabatan Kepala 
Desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum 
habis masa jabatan. Jabatan Kepala Desa Adat 
diisi berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi 
Desa Adat. Dalam hal terjadi kekosongan 
jabatan Kepala Desa Adat, Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota dapat menetapkan penjabat 
yang berasal dari masyarakat Desa Adat yang 
bersangkutan.8 

Bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang 
dilakukan oleh kepada desa wajib ditaati oleh 
kepala desa agar tidak mengakibatkan kepala 
desa diberhentikan. Hal ini dapat saja terjadi 
karena kepala desa tidak melaksanakan, tugas 
dan kewajibannya sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Berdasarkan alas an-alasan tersebut sehinnga 
penulis mengambil judul skripsi ini dengan judul 
“Akibat Hukum Bagi Kepala Desa Yang Tidak 
Melaksanakan  Tugas Dan Kewajibannya Sesuai 
Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang 
Berlaku” 
 
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana perbuatan yang dilarang dalam 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa ? 

2. Bagaimana akibat hukum bagi Kepala Desa 
yang tidak melaksanakan  tugas dan 
kewajibannya menurut Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ? 
 

C. METODE PENELITIAN 
Penelitian hukum normatif digunakan dalam 

menyusun penulisan ini. Metode penelitian 
hukum normatif menggunakan bahan-bahan 
hukum yang dikumpulkan melalui studi 
kepustakaan dan terdiri dari:  
1. Bahan-bahan hukum primer ialah: peraturan 

perundang-undangan di bidang 
pemerintahan daerah; 

2. Bahan-bahan hukum sekunder ialah: 
literatur-literatur, karya-karya ilmiah hukum, 
jurnal hukum dan referensi ilmu hukum 
lainnya yang membahas mengenai 
penyelenggaraan pemerintahan desa. 

3. Bahan-bahan hukum tersier ialah: kamus 
umum dan kamus hukum. 
Sumber-sumber penelitian hukum dapat 

dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian 
yang berupa bahan-bahan hukum primer 
merupakan bahan hukum yang bersifat 
autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-
bahan primer terdiri dari perundang-undangan, 
catatan-catatan resmi atau risalah dalam 
pembuatan perundang-undangan dan putusan-

 
8  Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 
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putusan hakim, sedangkan bahan-bahan 
sekunder berupa semua publikasi tentang 
hukum yang bukan merupakan dokumen-
dokumen resmi. Publikasi tentang hukum 
meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, 
jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar 
atas putusan pengadilan.9   
 
PEMBAHASAN 
A. Perbuatan yang dilarang dalam undang-

undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa  
Negara hukum ialah negara yang 

susunannya diatur dengan sebaiknya-baiknya 
dalam undang-undang, sehingga segala 
kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya 
didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh 
melakukan tindakan yang bertentangan dengan 
hukum. Negara hukum itu ialah negara yang 
diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh 
undang-undang (state not governed by men, 
but by laws). Oleh karena itu di dalam negara 
hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya 
oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya 
kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi 
seluruhnya dengan tunduk dan taat kepada 
segala peraturan pemerintah dan undang-
undang negara.10  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 29 Kepala 
Desa dilarang:  
a. merugikan kepentingan umum;  
b. membuat keputusan yang menguntungkan 

diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, 
dan/atau golongan tertentu;  

c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, 
dan/atau kewajibannya; 

d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap 
warga dan/atau golongan masyarakat 
tertentu;  

e. melakukan tindakan meresahkan 
sekelompok masyarakat Desa;  

f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, 
menerima uang, barang, dan/atau jasa dari 
pihak lain yang dapat memengaruhi 

 
9Peter Marzuki Mahmud, Penelitian Hukum, Edisi Pertama 

Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 

2006. hal. 141. 
10H. Murtir Jeddawi, Negara Hukum Good Governance dan 
Korupsi di Daerah, Total Media, Yogyakarta, 2011. hal. 1-2 
(sumber mengutip: Mutiar’as, Ilmu Tata Negara Umum, 
Pustaka Islam, 1990, Jakarta, hlm. 20) 

keputusan atau tindakan yang akan 
dilakukannya;  

g. menjadi pengurus partai politik;  
h. menjadi anggota dan/atau pengurus 

organisasi terlarang;  
i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau 

anggota Badan Permusyawaratan Desa, 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah 
Republik Indonesia, Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, 
dan jabatan lain yang ditentukan dalam 
peraturan perundangan-undangan;  

j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye 
pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala 
daerah;  

k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan l. 
meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) 
hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang 
jelas dan tidak dapat 
dipertanggungjawabkan. 
Tindakan pemerintah tidaklah dalam arti 

sebebas-bebasnya, karena konstitusi atau 
hukum harus ditaati agar tidak berlaku 
sewenang-wenang, baik dalam arti tindakan 
yang melampaui batas kewenangan, bertindak 
tidak sesuai dengan kewenangan atau 
peruntukannya atau bertindak sewenang-
wenang.11 

Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (2) dan 
ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa 
Pemerintahan Daerah berwenang untuk 
mengatur dan mengurus sendiri Urusan 
Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan 
Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang 
seluas-luasnya.  

Negara Republik Indonesia sebagai negara 
kesatuan menganut asas desentralisasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan di daerah 
dengan memberikan kesempatan dan 
keleluasaan kepada daerah untuk 
menyelenggarakan otonomi. Pelaksanaan 
desentralisasi yang menghasilkan otonomi 
tersebut dijalankan dan dikembangkan dalam 
dua nilai dasar, yaitu nilai unitaris dan nilai 
desentralisasi teritorial. Nilai dasar unitaris 
diwujudkan dalam pandangan negara Kesatuan 

 
11 Ibid, hal. 2. 
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Republik Indonesia tidak akan mempunyai 
kesatuan pemerintah lain di dalamnya yang 
bersifat negara, Artinya kedaulatan yang 
melekat pada rakyat, bangsa dan negara 
Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara 
kesatuan pemerintahan, sementara itu, nilai 
dasar desentralisasi territorial diwujudkan 
dalam penyelenggaraan pemerintahan di 
daerah dalam bentuk otonomi.12 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 30 ayat: 
(1) Kepala Desa yang melanggar larangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 
dikenai sanksi administratif berupa teguran 
lisan dan/atau teguran tertulis.  

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, 
dilakukan tindakan pemberhentian 
sementara dan dapat dilanjutkan dengan 
pemberhentian. 

 
B.  Akibat Hukum Bagi Kepala Desa Yang Tidak 

Melaksanakan  Tugas Dan Kewajibannya 
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 Tentang Desa 
Penegakan hukum dijalankan untuk 

menjaga, mengawal dan menghantar hukum 
agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum 
dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan 
penegakan hukum merupakan tindakan 
penerapan hukum terhadap setiap orang yang 
perbuatannya menyimpang dan bertentangan 
dengan norma hukum, artinya hukum 
diberlakukan bagi siapa saja dan 
pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme 
dan cara dalam sistem penegakan hukum yang 
telah ada.13 Dengan kata lain penegakan hukum 
sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan 
mengawal hukum agar tetap tegak sebagai 
suatu norma yang mengatur kehidupan 
manusia demi terwujudnya ketertiban, 
kemanan dan ketentraman masyarakat dalam 
menjalankan kehidupannya.14 

Istilah pemerintah berasal dari kata 
“perintah” yang berarti menyuruh melakukan 
sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa 

 
12 Hari Sabarno, (Untaian Pemikiran Otonomi Daerah) 
Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa, 
Edisi 1. Cetakan Kedua, Sinar Grafika. Jakarta, 2008, hal. 3.  
13 Sadjijono.Polri Dalam Perkembangan Hukum Di 
Indonesia, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, 
Yogyakarta. 2008. hal. 61. 
14 Ibid. hal. 62. 

pemerintah adalah kekuasaan yang 
memerintah sesuatu negara (daerah negara) 
atau badan tertinggi yang memerintah suatu 
negara, seperti kabinet merupakan suatu 
pemerintah. Istilah pemerintahan diartikan 
dengan perbuatan (cara, hal urusan dan 
sebagainya) memerintah.15  Secara etimologis 
dapat diartikan sebagai “tindakan yang terus-
menerus (kontinu) atau kebijaksanaan dengan 
menggunakan suatu rencana maupun akal 
(rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai 
tujuan tertentu yang dikehendaki.16 

Agar otonomi daerah itu dapat dilaksanakan 
sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, 
pemerintah wajib melakukan pembinaan yang 
berupa pemberian pedoman, seperti dalam 
penelitian, supervisi, pengendalian koordinasi, 
pemantauan dan evaluasi. Bersamaan itu, 
pemerintah wajib memberikan fasilitas-fasilitas 
yang berupa pemberian peluang kemudahan 
bantuan dan dorongan kepada daerah agar 
dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan 
secara efisien dan efektif sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.17 

Kepala desa mempunyai tugas 
menyelenggarakan urusan pemerintahan, 
antara lain pengaturan kehidupan masyarakat 
sesuai dengan kewenangan desa seperti; 
pembuatan peraturan desa, pembentukan 
lembaga kemasyakarakatan, pembentukan 
badan milik usaha negara dan kerja sama antar 
desa. Urusan pembangunan, antara lain 
pemberdayaan masyarakat dan penyediaan 
sarana dan prasarana fasilitas umum desa, 
seperti; jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, 
pasar desa dan urusan kemasyarakatan melalui 
pembinaan kehidupan  sosial budaya 
masyarakat, seperti bidang kesehatan, 
pendidikan serta adat istiadat.18 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemberhentian 
Kepala Desa Pasal 40 ayat: 
(1) Kepala Desa berhenti karena:  

a. meninggal dunia;  
b. permintaan sendiri; atau  
c. diberhentikan.  

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:  

 
15Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, Op.Cit, hal. 72. 
16 Ibid, hal. 72. 
17Bambang Trisantono Soemantri, Op.Cit, hal. 9. 
18Ibid, hal. 7. 
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a. berakhir masa jabatannya;  
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara 

berkelanjutan atau berhalangan tetap 
secara berturut-turut selama 6 (enam) 
bulan;  

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai 
calon Kepala Desa; atau  

d. melanggar larangan sebagai Kepala 
Desa.  

(3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 
Bupati/Walikota.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pemberhentian Kepala Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Pemerintah. 

Untuk menyelenggarakan otonomi  
pemerintah pusat menyerahkan sejumlah 
urusan pemerintahan sebagai urusan rumah 
tangga daerah otonom baik pada daerah 
provinsi maupun daerah kabupaten kota, 
berdasarkan kondisi politik, ekonomi, sosial dan 
budaya, pertahanan dan keamanan, serta 
syarat-syarat keadaan dan kemampuan daerah 
otonom yang bersangkutan.19 

Di dalam proses penegakan hukum, negara 
menjadi pihak yang bertanggungjawab 
terhadap komitmen bersama sebagai negara 
berdasar atas hukum, karena itu negara 
bertanggungjawab atas ketertiban, keamanan 
dan ketentraman warganegaranya yang 
merupakan tugas dan wewenang awal dan 
tradisional dari pemerintah atau negara yang 
kemudian didelegasikan kepada lembaga-
lembaga hukum.20 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 41. Kepala 
Desa diberhentikan sementara oleh 
Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai 
terdakwa yang diancam dengan pidana penjara 
paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan 
register perkara di pengadilan.  

Pasal 42. Kepala Desa diberhentikan 
sementara oleh Bupati/Walikota setelah 
ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak 
pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau 
tindak pidana terhadap keamanan negara.  

 
19 Faisal Akbar Nasution, Pemerintahan Daerah dan 
Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah, Cetakan 
Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2009, hal. 2. 
20 Ibid. 

Pasal 43. Kepala Desa yang diberhentikan 
sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh 
Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai 
terpidana berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Pasal 44 ayat: 
(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 
Pasal 42 setelah melalui proses peradilan 
ternyata terbukti tidak bersalah 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap, paling 
lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan 
putusan pengadilan diterima oleh Kepala 
Desa, Bupati/Walikota merehabilitasi dan 
mengaktifkan kembali Kepala Desa yang 
bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai 
dengan akhir masa jabatannya.  

(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan 
sementara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, 
Bupati/Walikota harus merehabilitasi nama 
baik Kepala Desa yang bersangkutan.  

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga 
tahap.Tahap pertama, tahap formulasi yakni 
tahap penegakan hukum in abtracto oleh 
badan pembuat undang-undang (tahap 
legislatif).Tahap kedua, tahap aplikasi yakni 
tahap penerapan hukum pidana oleh para 
aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, 
kejaksaan sampai pengadilan (tahap 
yudikatif).Tahap ketiga, tahap eksekusi, yakni 
tahap pelaksanaan hukum pidana secara 
konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana 
(tahap eksekutif atau administrasi).21 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 45. Dalam 
hal Kepala Desa diberhentikan sementara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 
Pasal 42, sekretaris Desa melaksanakan tugas 
dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan 
adanya putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap.  

Pasal 46 ayat: 
(1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa 

yang diberhentikan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 43 tidak lebih dari 1 (satu) 
tahun, Bupati/Walikota mengangkat 
pegawai negeri sipil dari Pemerintah 

 
21 Aziz Syamsuddin. Tindak Pidana Khusus. Sinar Grafika. 
Jakarta. 2011. hal. 2-3. 
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Daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat 
Kepala Desa sampai dengan terpilihnya 
Kepala Desa.  

(2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, 
wewenang, kewajiban, dan hak Kepala 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
26. 

Pasal 47 ayat:  
(1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa 

yang diberhentikan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 43 lebih dari 1 (satu) tahun, 
Bupati/Walikota mengangkat pegawai 
negeri sipil dari Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota sebagai penjabat Kepala 
Desa.  

(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) melaksanakan 
tugas, wewenang, kewajiban, dan hak 
Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 26 sampai dengan ditetapkannya 
Kepala Desa.  

(3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa 
yang memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33.  

(4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 
(enam) bulan sejak Kepala Desa 
diberhentikan.  

(5) Kepala Desa yang dipilih melalui 
Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) melaksanakan tugas Kepala 
Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala 
Desa yang diberhentikan.  

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai 
Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diatur dalam Peraturan 
Pemerintah. 

Keberadaan pemerintah daerah adalah 
sangat penting, antara lain: 
1. Untuk melindungi dan mensejahterakan 

masyarakat; 
2. Agen demokratisasi dan memberikan 

pendidikan politik; 
3. Mendekatkan pelayanan masyarakat dan 

meningkatkan efisiensi serta efektivitas 
pelayanan masyarakat; 

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat; 
5. Memberdayakan potensi dan 

keanekaragaman daerah; 
6. Misi utama pemerintah daerah adalah 

menyediakan pelayanan dasar (basic 

services) dan mengembangkans sektor 
unggulan (core competence) dengan cara-
cara demokratis; 

7. Outputs and product Pemerintah Daerah 
adalah: 
a. Public goods, yaitu barang-barang 

kebutuhan masyarakat seperti; jalan, 
pasar, sekolah, rumah sakit, jembatan 
dan sebagainya; 

b. Public regulations, yaitu pengaturan-
pengaturan berkaitan dengan 
masyarakat, seperti KTP, KK, IMB, HO, 
Akte Kelahiran dan sebagainya.22 

Hukum sebagai norma mempunyai ciri 
kekhususan, yaitu hendak melindungi, 
mengatur dan memberikan keseimbangan 
dalam menjaga kepentingan umum. 
Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti 
merugikan, melalaikan atau mengganggu 
keseimbangan kepentingan umum dapat 
menimbulkan rekasi dari masyarakat. Reaksi 
yang diberikan berupa pengembalian 
ketidakseimbangan yang dilakukan dengan 
mengambil tindakan terhadap pelanggarnya. 
Pengembalian ketidakseimbangan bagi suatu 
kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh 
petugas yang berwenang dengan memberikan 
hukuman.23 

Hukum adalah menetapkan sesuatu yang 
lain, yaitu menetapkan sesuatu yang boleh 
dikerjakan, harus dikerjakan dan terlarang 
dikerjakan. Hukum merupakan ketentuan suatu 
perbuatan yang terlarang berikut berbagai 
aklibat/sanksi hukum di dalamnya. Hukum 
adalah peraturan mengenai tingkah laku 
manusia dalam pergaulan masyarakat. 
Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi 
yang berwajib, bersifat memaksa yang terdapat 
sanksi bagi pelanggar hukum itu. Hukum adalah 
peraturan dan ketentuan yang mengandung 
perintah, larangan dan kebolehan yang harus 
ditaati oleh setiap orang.24 Untuk menjaga agar 
peraturan-peraturan itu dapat berlangsung 
terus-menerus dan diterima oleh seluruh 
anggota masyarakat, aturan hukum yang ada 
harus sesuai dan tidak boleh bertentangan 
dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan 
demikian, hukum bertujuan untuk menjamin 

 
22 J. Kaloh, Op.Cit, hal. 169. 
 23Abdoel Djamali. Pengantar Hukum Indonesia. Rajawali 
Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009. hal. 3. 
24 Ibid. hal. 20. 
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adanya kepastian hukum dalam masyarakat 
dan harus bersendikan pada keadilan yaitu rasa 
keadilan masyarakat.25  

 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
1. Perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa, dimaksudkan agar kepala 
desa tidak menyalahgunakan wewenang, 
tugas, hak, dan/atau kewajibannya. Apabila 
kepala desa melanggar larangan maka dapat 
dikenai sanksi administratif berupa teguran 
lisan dan/atau teguran tertulis dan dalam 
hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, 
maka akan dilakukan tindakan 
pemberhentian sementara dan dapat 
dilanjutkan dengan pemberhentian. 

2. Akibat hukum bagi Kepala Desa yang tidak 
melaksanakan  tugas dan kewajibannya 
menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa, disebakan karena kepala 
desa meninggal dunia; permintaan sendiri; 
atau  diberhentikan. Kepala desa 
diberhentikan karena: berakhir masa 
jabatannya; tidak dapat melaksanakan tugas 
secara berkelanjutan atau berhalangan 
tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) 
bulan; tidak lagi memenuhi syarat sebagai 
calon kepala desa; dan melanggar larangan 
sebagai kepala desa. Pemberhentian Kepala 
Desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota.  
 

B. SARAN 
1. Mencegah terjadinya perbuatan yang 

dilarang dilakukan oleh kepala desa, maka 
diperlukan upaya Pemerintah, Pemerintah 
Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota untuk membina dan 
mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa, termasuk pengawasan pelaksanaan 
wewenang dan kewajiban kepala desa.  

2. Sanksi hukum terhadap Kepala Desa 
menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa harus diberlakukan 
sebagai bentuk sanksi atas penyimpangan 
yang dilakukan oleh kepala desa sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Pemberhentian kepala desa 
wajib ditetapkan oleh Bupati/Walikota 

 
25Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas. Pokok-Pokok 
Hukum Bisnis. Salemba Empat. Jakarta. 2011. hal. 3. 

untuk memberikan peringatan kepada 
kepala desa yang lain agar tidak 
menyalahgunakan wewenang dan 
mengabaikan pelaksanaan kewajibannya 
sebagai kepala desa.  
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